BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi

pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak melalui rumah aman dapat dilihat dari kriteria teknis dan regulasi karena

belum adanya rumah aman sebagai layanan rujukan akhir di Kemen PPPA dan

tersusunnya model kolaborasi pemerintahan penanganan dan pengelolaan

rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak ditawarkan dalam

penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007) adalah:

1.

Kriteria dan prasyarat Rumah Aman : terdiri dari Kriteria teknis dan
regulasi. Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :
a. Unsur SDM  : Konselor, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Advokat,
Paralegal. Manager Kasus, Aparat Penegak Hukum,
Security Rumah Aman.
b. Unsur Sarpras
-.  Spesifik rumah dan barang yang berstandar sesuai dengan
keselamatan penghuni dalam hal ini korban.
-. Ruang bermain ramah anak.
Adapun kriteria regulasinya adalah :
a. Kerahasiaan tempat dari Rumah Aman tersebut.

O

. Keamanan .

Suportif.

a o

Memiliki petugas keamanan dengan kemampuan mumpuni.

@

Terintegrasi dengan aparat penegak hukum.

=h

Memiliki SOP Kkhusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh
petugas kepada korban.
SOP Layanan Perlindungan Khusus Anak, disusun berdasarkan 6

(enam) fungsi layanan yang yaitu: SOP Pengaduan Masyarakat; SOP
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2.

Penjangkauan Korban; SOP Pengelolaan Kasus; SOP Penampungan

Sementara; SOP Mediasi; dan SOP Pendampingan Korban

Model Kolaborasi

Desain Kelembagaan
diprakarsai oleh
Kementerian PPPA

I

Kondisi Awal

* menyamakan Proses Kolaborasi
persepsi antar * Menentukan visi dan
lembaga misi kriteria rumah aman

* Membagi * Membangun kemitraan
peran  antar mmmmsp( + Membangun komunikasi
lembaga * Pembagian peran dari

* Adanya masing-masing lembaga
keterbatasan * Semangat pelayanan
Sumber daya

I

Kepemimpinan Fasilitatif
diperankan oleh
Kementerian PPPA

Kolaborasi dari

* Kementerian PUPR

* Kementerian PPPA

* Lembaga
Masyarakat peduli
penanganan
kekerasan terhadap
perempuan

* Pemerintah
Provinsi,
Kabupaten/Kota

|

Rumah  Aman  untuk
Penanganan Korban
Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

Menentukan Kriteria
Teknis  dan  Kriteria
Regulasi Rumah Aman

Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dalam hal ini

Kemen PPPA dengan para stakeholder dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.

2)

Kolaborasi dalam hal ini haruslah dijalankan dengan kebersamaan dan

adanya rasa percaya antar instansi, lembaga dan masyarakat secara

sederhana, sebuah tim hebat tumbuh dengan kepercayaan yang menjadi

suatu tantangan dalam mewujudkannya sehingga menghasilkan suatu

kinerja yang maksimal.

Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi untuk menjalankan

aktivitas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi yang kuat
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3)

dari masing-masing stake holder dalam hal ini instansi, lembaga dan
masyarakat dalam hal pencapaian tujuan. Motivasi ini perlu dijaga dengan
baik, agar kerjasama dapat terus berjalan dengan optimal.
Menjaga motivasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin atau setiap
instansi, lembaga dan masyrakat dalam menjalankan suatu proses.
Seringkali motivasi ini ditentukan oleh kepentingan atau manfaat yang
diperoleh dari apa yang dikerjakan.
Tidak salah jika kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan keuntungan,
namun tentunya tidak semua keuntungan harus diukur dengan
ketersediaan anggaran. Motivasi harus selalu diingatkan dan dikuatkan
dalam kerjasama, dengan cara menyamakan persepsi visi dan misi,
mengingatkan tujuan yang ingin dicapai, saling menghargai, tidak
memaksakan kehendak, mengelola konflik produktif.
Salah satu tolok ukur motivasi yang terpelihara dengan baik adalah
terwujudnya komitmen. Komitmen untuk berkolaborasi adalah katalisator.
Berbagi pengetahuan mengenai persoalan dan misi yang dijumpai dan
mengetahui berbagai nilai umum pada kolaborasi
1. Sulit membangun kepercayaan
Sebuah kepercayaan memerlukan waktu supaya terbentuk dan tidak
akan terbangun tanpa adanya komunikasi yang transparan dan jelas
antar individu dan tidak adanya ego sektoral. Hal tersebut juga
menjadi satu dari tantangan saat melaksanakan kolaborasi dalam tim.
2. Komunikasi
Melaksanakan komunikasi antar stakeholder dan melaksanakan
kolaborasi di tempat bekerja bahkan apabila terdapat orang yang tidak
menghendaki komunikasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan
kekurangan ruang untuk berkomunikasi secara transparan atau tidak
terdapat sarana yang memungkinkan semua orang mengemukakan
idenya. Permasalahan ini dapat ditangani dengan rutin memberikan
kesempatan untuk diskusi dengan transparan ketika melaksanakan

diskusi ataupun rapat.
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B.

3.

Saran

Visi yang tidak jelas

Visi yang tidak jelas saat bekerja ialah tantangan berikutnya saat
melaksanakan kerjasama. Jika tidak terdapat visi yang jelas tentang
hal yang harus dibuat serta dikerjakan dan tujuan dari suatu pekerjaan,
seluruh orang akan mengalami kebingungan saat bekerja. Bahkan juga
menyebabkan kehilangan motivasi, produktivitas, serta efisiensi kerja
yang diakibatkan oleh tantangan.

Tanggung jawab

Ketiadaan tanggung jawab dan perbedaan tanggung jawab yang jelas
untuk masing-masing individu bisa menjadi tantangan kerjasama saat
melakukan suatu proses kolaborasi. Tantangan tersebut dapat menjadi
kendala komunikasi sebab terdapat kemungkinan seorang individu
tidak ingin berbagi informasi penting karena perbedaan tugas atau
tanggung jawab.

Intermediate outcomes melalui peninjauan tentang cara mencapai
keberhasilan awal melaksanakan perencanaan strategis serta
menemukan berbagai fakta bersama-sama.

Produktivitas

Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi.
Penurunan produktivitas dapat disebabkan karena kekurangan umpan

balik sehingga sukar melaksanakan komunikasi antar individu.

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat

memberikan sejumlah saran yaitu:

1. KemenPPPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para

stakeholder dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak

kekerasan, terutama dalam penyediaan dan manajemen rumah aman,

karena masih perlu dilakukan optimalan dalam proses kolaborasi tersebut

serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi

kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan

responsif gender.
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2.

Sebagai dasar dari proses kolaborasi yang akan dilakukan oleh
KemenPPPA bersama dengan stakeholder lainnya ialah adanya landasan
hukum atau payung hukum yang dapat menjamin proses kolaborasi akan
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga setiap pihak yang
terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang
telah dituangkan di dalam landasan hukum tersebut.

Data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari Lingkup
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan
dan mengelola rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak
kekerasan untuk lebih baik lagi.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian
terhadap komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rumah
Aman dengan harapan dapat merealisasikan salah satu 5 (lima) arahan
Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang Perlindungan Anak
dan pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam bidang wirausaha yang mendukung kesetaraan gender,
meningkatkan peranan ibu serta keluarga dalam dunia pendidikan atau
mengasuh anak, menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan,
pengembangan layanan SAPA 129 sebagai awal penerima laporan awal,
Literasi dan Penyadaran Publik untuk pencegahan dan penanganan
kekerasan, termasuk pengembangan berbagai media promosi dan
publikasi. Mencatat dan melaporkan kasus kekerasan, Sumber daya
manusia yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan dan
pendampingan bagi korban (psikolog), Peningkatan kapasitas Aparat
Penegak Hukum yang berperspektif gender, sehingga dalam petugas
dapat memberikan pelayanan dengan memahami isu-isu Yyang
melingkupi perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik
mereka.

Oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti

ketersediaan anggaran berupa DAK Fisik yang diberikan oleh Kemen
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PPPA kepada daerah dalam merealisasikan Rumah Aman yang
berperspektif korban dan responsif gender.
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